BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka penataan kelembagaan se sual

ketentuan peraturan perundang-undangan di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, perlu
melakukan penyesuaian dan penyetaraan terhadap
kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan
tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buru,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata KerjaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mengingat 1.

Kabupaten Buru;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




3895) sebagaimana  telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3961);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Perlengkapan dan Analisis Kebutuhan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

5679);



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 5295);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organsisi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Buru nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru
Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BURU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buru;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor
126 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Buru,dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlak: pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 29 Desember 2021

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea

PATEN BURU TAHUN 2021 NOMOR : 52

BERITA DAERAH KABU

17




SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BURU

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
| FUNGSIONAL

==

BIDANG PELAYANAN
PENCAFTARAN PENDUDUK SIPIL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBSTANSI IDENTITAS PENDUDUK SUBSTANSI KELAHIRAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANSI PINDAH DATANG

PENDUDUK PERCERAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANSI PENDATAAN

PENDUDUK ANAK, PEWARGAANNEGARAAN
DAN KEMATIAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 DESEMBER 2021
TENTANG - KEDUDUKAN, TUUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN|

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANSI PERKAWINAN DAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANSI PERUBAHAN STATUS

DAERAH KABUPATEN BURU

SEKRETARIAT DINAS

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANSI SISTEM INFORMASI
ADMINISTRAS!I KEPENDUDUKAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANS| PENGOLAHAN DAN
PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANSI TATA KELOLA DAN
SUMBERDAYA MANUSIA
TEKNOLOGI! INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN
INOVASI PELAYANAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANSI KERJASAMA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANSI PEMANFAATAN DATA
DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBSTANSI INOVASI PELAYANAN




